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WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 81 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA SRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

1.

TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD);

bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun
2014-2019 melalui Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3
Tahun 2018, dikarenakan adanya perubahan nomenklatur
urusan Pemerintah Daerah dan Perubahan Kelembagaan
Perangkat Daerah, maka perlu adanya perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019

yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);



12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri
D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71);

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 32);

15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014-2019.

BAB 1
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Probolinggo.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Probolinggo.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Walikota dalam penyelenggaraan wurusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.



(1)
(2)

(3)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun
2014-2019 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai
dengan Tahun 2019, dalam hal ini merupakan Perubahan RPJMD Kota
Probolinggo Tahun 2014-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2018.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2014-2019 yang selanjutnya
disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD Kota Probolinggo untuk
periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019, dalam hal
ini merupakan perubahan Renstra PD yang mengacu pada Perubahan RPJMD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program dan kegiatan PD serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut disingkat SKPD adalah perangkat

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Renstra PD merupakan penjabaran dari RPJMD.
Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam
penyusunan Renja PD.
Renja PD akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA-SKPD.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota

Probolinggo melakukan verifikasi terhadap Renstra PD untuk menjamin kesesuaian

dengan RPJMD yang telah ditetapkan dan menjamin keterpaduan dengan Renstra

PD lainnya.
BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 4
(1) Sistematika penyusunan Renstra PD terdiri dari :
a. BABI : Pendahuluan;
b. BABII : Gambaran Pelayanan PD;



c. BABIII : Isu - isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;

e. BABV : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif;

f. BAB VI : Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD; dan

g. BABVII : Penutup.

(2) Isi beserta uraian Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam

Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Juli 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 81
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